
 
 

 

WALIKOTA BANDA ACEH 

 

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH 

NOMOR  31 TAHUN 2007 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH   

TAHUN ANGGARAN 2007 

 

WALIKOTA BANDA ACEH, 

 

Menimbang  :   bahwa memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor .... Tahun 2007  tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2007, perlu ditetapkan 

Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Penjabaran  Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD 

Tahun Anggaran 2007;  

 

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, 

Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 

(Lembaran Negara  Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);  

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4048); 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3688); 

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

6. ndang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4455); 

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4389); 

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4421); 

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, -Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4437); 

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 20  Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Sekretariat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Sekretariat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4574); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, 

Pertanggungjawaban, Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah 

dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

27. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 

28. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah 

Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893 ); 

29. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3952); 

30. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah 

Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, -Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134 

); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165); 



33. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang  Pinjaman Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4024); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota DPRD Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

94 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2007. 

Pasal 1 

 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula 

berjumlah Rp. 505.232.495.741 bertambah sejumlahRp. 26.814.238.243 sehingga menjadi 

Rp. 532.046.733.984 dengan rincian sebagai berikut: : 

 

1. Pendapatan  

    a. Semula Rp. 471.160.688.495,- 

    b. Bertambah  Rp. 2.708.939.635,- (-) 

 

 Jumlah Pendapatan  Rp. 473.869.628.130,- 
    setelah Perubahan 

   2. Belanja: 

    a. Semula Rp. 505.232.495.741,- 

    b. Bertambah  Rp.             26.814.238.243,-(-) 

 

 Jumlah Belanja Rp. 532.046.733.984,- 
setelah Perubahan 

    Surplus/(Defisit) Rp.          ( 58.177.105.854,-)    

 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan    

 1)Semula Rp. 67.349.140.780,- 

 2)Bertambah  Rp.             20.768.448.064,-(-) 

 

 Jumlah Penerimaan Rp. 88.117.588.844,- 
setelah Perubahan 

b. Pengeluaran  

1)Semula Rp. 800.000.000,- 

2)Bertambah Rp.                                    0,-(-) 

 

Jumlah Pengeluaran Rp. 800..000.000,-(-) 
Setelah Perubahan 

  Jumlah Pembiayaan Rp. 87.317.588.844,-(-) 
    Netto Setelah Perubahan   

    Sisa Lebih Pembiayaan Rp.    29.140.482.990,- 
Anggaran Tahun  

    Berkenaan       

Pasal 2 

 

Ringkasan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 

Lampiran I Keputusan Walikota ini. 

   



Pasal 3 

 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 

lanjut dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini. 

 

Pasal 4 

 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini. 

  

Pasal 5 

 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Keputusan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 

daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 

 

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan 

Walikota ini dalam Berita Daerah.  

 

 

             Ditetapkan di  Banda Aceh 

 pada tanggal   12  November    2007  M 

                                       02 Dzulqaidah  1428  H 

 

                              WALIKOTA BANDA ACEH, 

   

    Cab/Dto 

 

                  MAWARDY NURDIN 

 

Diundangkan di Banda Aceh 

pada tanggal   12 November    2007 M 

                         02 Dzulqaidah  1428  H 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA  

            BANDA ACEH, 

 

           Cab/Dto 

  

        T. SAIFUDDIN, TA 

 

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN  2007  NOMOR 31 

 


